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ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 
DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN 




Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penetapan kawasan pangan di 
Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang 
kawasan di wilayah Desa/Kabupaten sudah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009
serta yntuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan 
pangan sebagai lahan abadi dan solusi mengatasi kendala yang dihadapi.
Berdasarkan fakta, upaya pencegahan konversi lahan sawah sulit dilakukan,
karena lahan sawah merupakan private good yang legal untuk ditransaksikan. 
Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan hanya bersifat pengendalian. 
Pengendalian yang dilakukan sebaiknya bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab 
terjadinya konversi lahan sawah, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan perangkat 
hukum. Namun hal tersebut hendaknya didukung oleh keakuratan pemetaan dan 
pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi yang memadai
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis 
sosiologis, sifat penelitian adalah bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan 
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan 
wawancara. Metode analisis data menggunakan analisa data kualitatif
Hasil penelitian diperoleh hasil sebagai brikut : 1) Strategi yang dilakukan 
di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan kawasan pangan yang merupakan bagian 
dari penetapan rencana tata ruang kawasan di wilayah Desa/Kabupaten sudah 
sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep bangun yang 
dipakai sebagai landasan dalam menyusun strategi pencegahan alih fungsi lahan 
berikut: a) Pengembangan tata ruang wilayah berbasis sosial-ekonomi-budaya dan 
ekosistem, b) Bentuk strategi pendekatan pengendalian alih fungsi lahan irigasi, c) 
Penetapan zonasi ”permanen” kawasan lahan sawah beririgasi, d) PERDA sebagai 
instrumen perlindungan hukum zonasi permanen kawasan lahan irigasi. 2) Faktor-
faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan sebagai lahan abadi 
diantaranya adalah : 1) faktor ekonomi yaitu tingginya harga tanah saat ini, 2) 
perubahan perilaku petani yang enggan menggarap sawahnya, dan 3) lemahnya 
peraturan perundang-undangan. 3) Solusi guna mengatasi faktor-faktor yang 
menjadi kendala penetapan kawasan pangan sebagai lahan abadi di Kabupaten 
Klaten dilaksanakan dengan cara  melakukan pengawasan dan pengelolaan lahan 
sawah dengan tepat, di samping itu saat ini Kabupaten Klaten sudah melakukan 




IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES KLATEN 
DISTRICT IN THE LAND OF FOOD PROTECTION 




The purpose of this study is to assess the establishment of regional food in 
Klaten district, which is part of the establishment of regional spatial planning in 
the Village area / District is in compliance with the Act no. 41 years in 2009 and 
to examine the factors impeding the establishment of food as a land area of the 
eternal and solutions to overcome obstacles encountered. 
Based on the facts, to prevent conversion of agricultural land is difficult, 
because the wetland is a private good to be transacted legally. Therefore, efforts 
that can be done only be controlled. Controls performed better starting point than 
the factors that cause the conversion of paddy fields, namely economic, social, 
and legal. However, that should be supported by accurate mapping and data 
collection on land use which is equipped with adequate technology 
The research method used in this study is a kind of juridical sociology, the 
nature of the research is descriptive, the source data used secondary data covering 
primary legal materials, legal materials and legal materials tertiary secondary. 
Data collection techniques include documentation and interviews. Methods of 
data analysis using qualitative data analysis 
The research results as follows: 1) Strategy that was conducted in Klaten 
Regency in implementing food area which is part of the establishment of regional 
spatial planning in the Village area / district is in compliance with the Act no. 41 
years old in 2009 carried out with the concept that is used as the foundation built 
in formulating land use prevention strategies: a) Development of spatial-based 
socio-economic-cultural and ecosystems, b) Shape control strategy of irrigated 
land use, c) The determination of the zoning "permanent" area of irrigated paddy 
fields, d) Regulation as an instrument of legal protection zoning permanently 
irrigated land area. 2) The factors impeding the establishment of land area as a 
perpetual food are: 1) economic factors, namely the high price of land today, 2) 
changes in the behavior of farmers who are reluctant to work on his rice field, and 
3) weak regulations. 3) The solution to overcome the factors impeding the 
establishment of food as a commercial area in Klaten regency lasting conducted in 
a manner to conduct supervision and management of paddy fields with the right, 
in addition to current arrangements Klaten district has a Local Regulation on 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penyediaan lahan pertanian untuk produksi pangan, dewasa ini menghadapi masalah 
dan tantangan yang cukup berat, akibat ”ledakan” jumlah penduduk yang sulit dikendalikan. 
Implikasinya yang pertama, munculnya ancaman alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 
akibat semakin ketatnya persaingan penggunaan lahan yang jumlahnya sangat terbatas antara 
penggunaan untuk pertanian dan non pertanian (pemukiman, industri, jasa, transportasi 
dsbnya). Implikasi yang kedua adalah meningkatnya laju degradasi kualitas lahan pertanian, 
akibat tekanan manusia kepada sumberdaya lahan yang melebihi daya dukungnya. 
Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk 
senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional agar 
momentum ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan dan dipertahankan., melalui 
kebijakan operasional yang diarahkan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, 
perluasan areal pertanian serta menjaga dan meningkatkan mutu lahan pertanian guna 
memperbaiki tingkat produktivitasnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas daratan sekitar 188,2 juta hektar, 
dari luasan tersebut berdasarkan fungsinya dapat dipilah atas kawasan hutan seluas 133,7 juta 
ha dan kawasan budidaya pertanian seluas 54,5 juta hektar. Berdasarkan identifikasi Badan 
Litbang Pertanian, terdapat kira-kira 94,1 juta hektar lahan yang dikategorikan sebagai lahan 
potensial untuk pertanian, yaitu lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek kelerengan,
sifat fisika, kimia dan biologi sesuai atau cocok untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. 
Yang dimaksud sesuai atau cocok untuk lahan pertanian ialah lahan tersebut secara teknis-
agronomis mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan atau pengembangan ternak secara 
optimal serta apabila lahan tersebut dikelola dengan baik tidak akan menganggu kelestarian 
sumberdaya dan lingkungan 
Lahan potensial seluas 94,1juta ha, sudah mempertimbangkan penetapan kawasan 
hutan konservasi dan hutan lindung, namun sejauh ini belum mempertimbangkan aspek 
hukum dan sosial seperti status kepemilikan, peruntukan dan ketersedian infrastruktur 
penunjang. Dengan demikian lahan potensial dapat berada pada kawasan budidaya pertanian 
yang meliputi tipologi lahan basah maupun lahan kering serta kawasan hutan produksi dan 
hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) 92,7 % atau 87,2 juta ha lahan potensial berada 
di kawasan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 700 m diatas permukaan laut (dpl) 
dan sisanya 7,8 juta hektar berada di dataran tinggi ( > 700 m dpl). Lahan potensial yang 
tergolong cocok untuk lahan basah (sawah) luasnya sekitar 25,4 juta hektar, yang cocok untuk 
lahan kering bagi tanaman semusim dengan kelerengan < 15 % seluas 25,1 juta hektar , dan 
sesuai untuk lahan kering bagi tanaman tahunan (perkebunan) dengan kelerengan 15 – 30 % 
seluas 43,5 juta hektar (Tabel 1).
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Tabel 1. Lahan potensial untuk pertanian di dataran rendah dan dataran tinggi 
Pulau



















Sumatera 4.856,8 5.503,8 12.561,1 331,1 2.243,8 621,3 26117,8
Jawa 3.969,8 1.779,3 2.482,7 397,0 184,8 291,8 9.105,3
Bali + NT 436,4 1.170,7 1.429,1 43,4 58,8 201,8 3.340,2
Kalimantan 5.411,7 8.407,1 13.289,8 4,9 546,1 378,2 28.037,8
Sulawesi 1.772,5 720,2 2.983,3 157,7 70,8 803,9 6.508,3
Maluku+Papua 7.822,7 4.360,3 8.282,8 217,6 43,1 234,0 20.960,5
Indonesia 24.269,9 21.941,5 41.028,8 1.151,6 3.147,4 2.530,8 94.070,1
Sumber : Balai Besar Sumber Daya Lahan, 2008
Keterangan :    *)     LK-Semusim juga sesuai untuk tanaman tahunan
                    **)    LK-Tanaman Tahunan pada lahan kering 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa lahan yang potensial dapat dijadikan lahan 
basah (lahan sawah) untuk memproduksi tanaman pangan seluas 25,40 juta hektar. Sampai 
saat ini jumlah lahan yang sudah dibuka menjadi lahan sawah (lama dan baru) baik sawah 
beririgasi maupun non irigasi baru seluas 7,99 juta hektar (BPS, 2008). Dengan demikian 
Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk melakukan perluasan sawah seluas kira 
kira 17,51 juta hektar. Potensi ini baru memperhitungkan kesesuaian dari aspek teknis, belum 
mempertimbangkan aspek lain seperti ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur penunjang 
(irigasi, transportasi dan komunikasi), status kepemilikan lahan, peruntukan lahan serta 
Rencana Tata Ruang Wilayah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. (RTRWP & RTRWK).
Permasalahan lain yang terkait dengan sumber daya lahan adalah sulitnya 
membendung proses penciutan lahan pertanian produktif akibat maraknya praktek alih fungsi 
lahan pertanian ke non pertanian. Menurut data BPS, sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 
rata-rata lahan sawah yang mengalami alih fungsi ke non pertanian mencapai 110.000 ha 
pertahun. Alasan ekonomi senantiasa melatar belakangi dan menjadi faktor pendorong 
terjadinya alih fungsi lahan pertanian antara lain :
1. Nilai land rent yang diperoleh dari usaha pertanian senantiasa lebih  rendah dibanding 
nilai land rent untuk sektor non pertanian (perumahan, jasa, industri, infrastrukur jalan).
2. Kesejahteraan petani yang masih tertinggal
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3. Kepentingan pemerintah daerah di era otonomi daerah khususnya terkait penerimaan 
pendapatan daerah (PAD), ada anggapan sektor pertanian tidak memberikan keuntungan 
yang signifikan..
Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan dalam jangka 
pendek belum terlalu signifikan, namun dalam jangka panjang tanpa upaya komprehensif 
untuk menghentikannya berpotensi mengancam keberlanjutan ketahanan pangan nasional. 
Meningkatnya kebutuhan lahan pertanian nampaknya sulit diimbangi dengan perluasan areal 
khususnya di luar jawa karena adanya berbagai kendala baik yang bersifat teknis, sosial 
maupun budaya masyarakat.
Pencetakan sawah di luar jawa untuk menggantikan kehilangan sawah di Jawa 
terkendala oleh terbatasnya infrastruktur penunjang seperti jalan penghubung, prasarana 
irigasi, transportasi dan sebagainya, kesiapan SDM terutama tenaga kerja petani. Perluasan 
areal pertanian memerlukan biaya investasi yang cukup besar baik untuk biaya pembukaan 
lahan maupun pembangunan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan. Lahan sawah di Pulau 
Jawa dan Bali, pada umumnya memiliki kesuburan yang tinggi dan infrastruktur irigasi dan 
infrastruktur penunjang lainnya yang amat memadai, sehingga Pulau Jawa mampu 
memberikan kontribusi bagi produksi pangan nasional lebih dari 40 %. Oleh karenanya 
sampai saat ini mempertahankan Pulau Jawa dan Bali sebagai lumbung utama pangan 
nasional khususnya beras masih sangat relevan untuk diwujudkan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, pemerintah mengambil kebijakan melalui Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) 
tentang Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali, yang menempatkan salah satu tujuan penataan 
ruang Pulau Jawa dan Bali adalah untuk mempertahankan fungsi Pulau Jawa dan Bali sebagai 
lumbung pangan utama nasional.
Alih fungsi lahan pertanian harus dicegah karena sifatnya yang irreversible dan 
permanen, artinya ketika lahan pertanian telah berubah fungsi kapanpun sulit untuk dapat 
berubah kembali ke fungsi pertanian. Disamping itu alih fungsi lahan pertanian berdampak 
sangat buruk bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Dampak buruk yang ditimbulkan antara lain 
(1) berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional (2) proses pemiskinan petani karena 
kehilangan aset pokok untuk sumber mata pencahariannya (3) pengangguran karena 
lenyapnya lahan pertanian yang mampu menyerap angkatan kerja sampai 46 % (4) 
pemubaziran investasi yang telah ditanam pemerintah (terutama irigasi) (5) degradasi budaya 
masyarakat di pedesaan (6) menurunnya fungsi lingkungan hidup.
Tiga strategi besar telah disusun oleh pemerintah untuk menekan laju alih fungsi 
lahan, yang pertama melalui pendekatan Tata Ruang Nasional sesuai Undang Undang No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menetapkan Undang Undang No. 41 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB) dan ketiga 
mengembangkan sistim insentif dan disinsentif kepada pelaku pembangunan pertanian baik 
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petani, masyarakat maupun pemerintah daerah. Terkait dengan perlindungan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan yang telah diatur dengan Undang Undang No. 41 Tahun 2009, secara 
hirarkis harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah yang kiranya perlu 
mengakomodasikan kepentingan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk 
mewujudkan ketahanan pangan nasional. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul: ”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KLATEN DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN 
BERKELANJUTAN PADA KAWASAN PANGAN”
B. PERUMUSAN MASALAH
Agar pembahasan menjadi terarah dan mendalam sesuai sasaran yang sudah 
ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah penetapan kawasan pangan di Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari 
penetapan rencana tata ruang kawasan di wilayah Desa/Kabupaten sudah sesuai dengan 
UU No. 41 tahun 2009?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan sebagai lahan abadi 
dan bagaimana solusinya?
C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengkaji penetapan kawasan pangan di Kabupaten Klaten yang merupakan 
bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan di wilayah Desa/Kabupaten sudah 
sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009.
b. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan 
sebagai lahan abadi dan solusi mengatasi kendala yang dihadapi.
2. Tujuan Subyektif
a. Meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama 
berada di bangku kuliah.
b. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun praktek.
D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat Pada pengembangan teori dalam 
hukum administrasi negara khususnya perihal yang berkaitan dengan kebijakan 
pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 41 tahun 
2009.
b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian 
berikutnya. 
2.   Manfaat Praktis
a. Menyajikan bahan keterangan yang kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan 
berkelanjutan di Kabupaten Klaten sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009
b. Memberi masukan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pengendalian 
lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis 
Sosiologis. Yuridis adalah penelitian yang bersumber pada Undang-Undang atau hukum 
yang berlaku. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan maksudnya sumber data yang 
diambil langsung pada individu-individu yang ada pada lokasi penelitian.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini penulis menekankan pada penelitian deskriptif sosiologis, 
yaitu penelitian yang menekankan pada analisis data dalam bentuk kata-kata atau 
penjelasan yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan.
3. Jenis Data
a. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai hukum perundang-
undangan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai UU 
No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
b. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atau penelitian lapangan 
yaitu melalui kegiatan wawancara dan observasi.
4. Sumber Data
Data yang digunakan untuk penelitiann ini adalah data primer dan 
data sekunder, dengan mengutamakan data sekunder:
a. Data sekunder 
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1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
yaitu UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan juga peraturan-peraturan lain 
yang mendukung dalam pembuatan penelitian ini. 
2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 
yang penulis pergunakan adalah buku-buku karangan para ahli 
hukum yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
b. Data primer
Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dan 
keterangan yang diperoleh penulis dari :
1) Departemen Pertanian Kabupaten Klaten 
2) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
c. Data Tersier
Data tersier dalam penelitian ini melputi:
1) Kamus Hukum
2) Buku ensiklopedia
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 
mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut 
dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung 
maupun tidak langsung.
b. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan 
berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu 
kegiatan yang sedang berjalan. Dengan demikian observasi adalah 
mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti 
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sekaligus mencatat secara sistematis, dengan demikian dapat 
mengetahui tentang data pada obyek penelitian.
c. Dokumentasi
Mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mencari berbagai 
informasi dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada relevansinya 
dengan masalah yang diteliti. 
6. Teknik Analisa Data
Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi 
laporan, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 
sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian 
ini.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini 
menggunakan kuailitatif maka data-data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara 
kualitatif pula. Menurut Soerjono Soekanto analisis kualitatif adalah : “Suatu tata cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai suatu yang utuh” (Soerjono Soekanto, 1986: 250).
F. Sistematika Penelitian
Dalam penelitian ini sistematika penelitian terbagi kedalam empat bab sebagai 
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistimatika penulisan skripsi. 
BAB II: KAJIAN TEORI
Bab kedua berisi tentang penelaahan kepustakaan yang terdiri atas pengertian 
konsep kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan faktor-faktor yang menentukan 
konversi lahan.
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai penetapan 
kawasan pangan di Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari penetapan 
rencana tata ruang kawasan di wilayah Desa/Kabupaten sudah sesuai dengan UU 
No. 41 tahun 2009 dan membahas mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten 
Klaten dalam hal ini melakukan pengendalian lahan pertanian pangan 
berkelanjutan sudah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009.
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BAB IV: PENUTUP
Bab ini yang berisi tentang Simpulan dan Saran yang akan penulis kemukakan 





1. Konsep Kebijakan Publik
a. Pengertian Kebijakan
Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan                               
kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan 
istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai 
saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy 
ke dalam Bahasa Indonesia.
Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988, 66) pada 
hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban 
terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk 
memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan 
cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.
James E. Anderson (1999:33), memberikan rumusan 
kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, 
kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor 
dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah                  
dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah 
ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang 
policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, 
where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang 
masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil 
keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang 
ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan 
dilaksanakan.
Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan 
dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan 
secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-
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tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya 
(Charles O. Jones,1991:166)
b. Pengertian Kebijakan Publik
Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan 
sebagaimana diuraikan di atas, adalah penting sekali bagi kita untuk menguraikan 
makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata 
berbeda dengan kebijakan  private/swasta (Afan Gaffar, 1991:7).
Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang 
kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan 
untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. 
Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan 
tidak spesifik dan operasional.
Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles 
O. Jones (1991, 3) di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar 
hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya 
definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan 
sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.
Santoso (1998:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan 
publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan 
publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Thomas K. Dye (1978:3) bahwa "Public policy is whatever 
government chose to do or not. to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 
dilakukan atau tidak dilakukan).
Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya 
memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang 
diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian 
kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata 
bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga 
memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan 
publik itu adalah mancakup “apa” yang dilakukan, “mengapa” mereka 
melakukannya, dan “bagaimana” akibatnya (Afan Gaffar, 1991:7).
Di pihak lain Edward C.George III (1980:2) menyatakan bahwa tidak ada 
definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan 
adalah “what government say and do, or not to do”. Bahkan David Easton 
(1953:129) mengemukakan bahwa “Policy is the authoritative allocation of value 
for the whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh 
anggota masyarakat).
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Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang 
dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu 
kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh 
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1979:3). 
Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :
1.) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau 
tindakan yang kebetulan;
2.) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
3.) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang 
tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu 
atau menyatakan melakukan sesuatu;
4.) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) 
pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatip yang berarti merupakan 
keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5.) Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positip didasarkan atau selalu 
dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).
Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan 
yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan 
keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal 
ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Samodro Wibowo (1994:190) 
bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku 
untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, 
kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan, kedua kebijakan 
publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.
Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa 
kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh          
pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 
rakyat, maka M. Irfan Islamy 1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, 
yaitu :
1.) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan 
pemerintah;
2.) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk 
yang nyata;
3.) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu 
mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4.) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota 
masyarakat. 
2. Konsep Implementasi
a. Pengertian Implementasi 
Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian 
implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementasi" 
(mengimplementasikan) berarti “to provide means for  carrying out; to give 
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practical effec to”  (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan 
dampak/berakibat sesuatu).
Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah 
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan 
politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, 
melainkan lebih dari itu implementasi  menyangkut masalah konflik, keputusan, 
dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah 
terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang 
sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.
Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), 
dimana implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan 
"doing it". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian 
berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses 
kebijakan yang dapat dilakukan  dengan  mudah.  Namun  
pelaksanaannya,  menurut  Jonse,  
menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau 
pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut 
dengan resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan 
implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, 
sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.
Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan 
sebagai berikut: “Policy implementation encompasses those actions by public and 
private individuals (and groups) that are                 directed at the achievement of 
goals and objectives set forth in prior policy decisions. “Definisi tersebut 
memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-
tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-
keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut 
untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang 
diamanatkan                oleh keputusan kebijakan.
Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil 
pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya 
xxiii
mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang 
dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu 
ataupun kelompok).
Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 
1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan 
sebagaimana berikut:
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 
kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik 
usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 
akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."
Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi 
kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau                  perilaku badan 
alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab      untuk melaksanakan 
program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga 
berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada 
perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang 
diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
Dalam implementasi kebijakan sendiri biasanya digunakan model-model 
implementasi tergantung dari kompleksitas permasalahan yang dikaji dan tujuan analisis 
penelitian. Berikut ini beberapa model implementasi kebijakan dari beberapa ahli yang 
umum digunakan :
a. Model Mazmanian dan Sabatier.
Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan implementasi  kebijakan 
merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu :
1) Karakteristik masalah.
2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam 
peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan.
3) Faktor-faktor di luar peraturan. (Samodra Wibawa et. al., 1994:25).
Selanjutnya dalam model implementasinya tersebut, Daniel Mazmanian dan 
Paul A. Sabatier mengemukakan berbagai variabel yang mempengaruhi proses 
implementasi kebijakan, antara lain :
1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan, meliputi :
a) Kesukaran-kesukaran teknis.
b) Keragaman perilaku kelompok sasaran.
c) Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk.
d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
2) Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, 
meliputi :
a) Kejelasan dan konsistensi tujuan.
b) Digunakannya teori kausal yang memadai.
c) Ketepatan alokasi dana.
d) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana.
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e) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
f) Akses formal pihak luar.
3) Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi, 
meliputi :
a) Kondisi sosio ekonomi dan teknologi.
b)  Dukungan publik.
c)  Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok.
d)  Dukungan dari pejabat atasan.
e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat 
pelaksana. (Sholichin Abdul Wahab, 1991:65)
Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi dipengaruhi oleh 
karakteristik masalah yang akan dipecahkan. Dengan kata lain mudah tidaknya 
suatu masalah dikendalikan akan sangat menentukan efektivitas implementasi. 
Selain faktor mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijaksanaan 
untuk menstrukturkan proses implementasi juga dipengaruhi oleh dukungan 
kelompok sasaran terhadap out put kebijakan. Artinya sejauhmana partisipasi dari 
kelompok sasaran terhadap out put kebijakan akan turut menentukan efektivitas 
implementasi.
Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Mazmanian Dan Sabatier
Karakteristik Masalah :
1. Ketersediaan teknologi dan teori teknis.
2. Keseragaman perilaku kelompok sasaran.
3. Sifat populasi.
4. Derajat perubahan perilaku yang diharapkan.  
Daya Dukung Peraturan :
1. Kejelasan/konsistensi 
tujuan/sasaran.
2. Teori kausal yang memadai.
3. Sumber keuangan yang 
mencukupi.
4. Integrasi organisasi pelaksana.
5. Diskresi pelaksana.
6. Rekruitme dari pejabat pelaksana 
7. Akses formal pelaksana ke 
organisasi lain.
Variabel Non Peraturan :
1. Kondisi sosio, ekonomi dan 
teknologi.
2. Perhatian pers terhadap masalah 
kebijakan.
3. Dukungan publik.
4. Sikap dan sumber daya kelompok 
sasaran utama.
5. Dukungan kewenangan.
6. Komitmen dan kemampuan 
pejabat pelaksana.
Proses implementasi
Keluaran kebijakan            Kesesuaian keluaran             Dampak aktual   Dampak yang             
dari organisasi                    kebijakan dengan                  keluaran              diperkirakan
pelaksana                            kelompok sasaran                 kebijakan                        
                                                                     Perbaikan peraturan                                         
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Sumber : Samodra Wibawa, 1994.
b. Model Van Meter dan Van Horn.
Van Meter dan Van Horn merumuskan abstraksi yang memperlihatkan 
hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan, 
standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaku kebijakan. Kinerja 
kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan 
sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran 
yang dirumuskan harus spesifik dan konkret.
Menurut model ini, kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik yang 
berupa dana maupun insentif lain, kinerja kebijakan akan rendah jika dana yang 
dibutuhkan tidak disediakan secara memadai.
Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi kebijakan yang 
efektif jika tidak ada komunikasi antar organisasi dan aktifitas pengukuhan, terlebih bila 
pelaksana kebijakan merupakan kerjasama dari beberapa organisasi. Dengan 
komunikasi maka pelaksana dapat memahami apa yang diidealkan oleh suatu kebijakan 
yang menjadi tanggung jawab mereka.
Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga berpengaruh terhadap efektifitas 
implementasi kebijakan. Artinya, peranan dari sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh 
organisasi pelaksana, dukungan publik dan dukungan elit politik akan membentuk sikap 
pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan, yang pada akhirnya akan 
menentukan efektifitas dari implementasi.
Sikap pelaksana dibentuk oleh variabel diatas. “Kognisi, netralitas dan 
obyektifitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respon pelaksana. 
Kejelasan tujuan dan karakteristik organisai akan mempengaruhi sikap dan loyalitas 
pelaksana terhadap organisasi”. (Samodra Wibawa et. al., 1994:21)
Secara sistematis tersusun sebagai berikut :
Gambar 2
Model Implementasi Kebijakan Van Meter-Van Horn
Komunikasi antar organisasi dan 
pengukuhan aktifitas
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Sumber : Samodra Wibawa, 1994.
c. Model Grindle
Implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Samodra Wibawa et.al., 
(1994:22-24) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. 
Studi ini melihat ada tiga dimensi analisis dalam organisai yaitu : tujuan, 
pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar Grindle 
adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi 
maupun proyek individu dan biaya telah disediakan maka implementasi 
kebijakan dilakukan. Tetapi efektifitas implementasinya masih terkandung 
pada implementability dari program yang dapat dilihat dari isi dan konteks 
kebijakan.
Isi kebijakan menyangkut :
1) Kepentingan yang dipengaruhi.
Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit 
diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.
2) Tipe manfaat.
Suatu kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual dan langsung dapat 
dirasakan oleh sasaran bukan hanya formal, ritual dan simbolis akan lebih mudah 
diimplementasikan.
3) Derajat perubahan yang diharapkan.
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang 
diharapkan dapat memberikan hasil yang pemanfaatannya jelas dibanding yang 
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4) Letak pengambilan keputusan.
Kedudukan pembuat kebijakan akan mempangaruhi implementasi selanjutnya. 
Pembuat kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan 
lebih mudah dalam pengkoordinasian organisasi di bawahnya.
5) Pelaksana program.
Kebutuhan mengenai siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program 
yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang diperoleh. 
Dalam hal ini tingkat kemampuan, keaktifan, keahlian dan dedikasi yang tinggi 
akan berpengaruh pada proses.
6) Sumber daya yang dilibatkan.
Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumber daya 
akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan.
Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh 
kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Van Meter dan 
Van Horn. Yang dimaksud oleh Grindle dalam Samodra Wibawa et. al., dengan konteks 
kebijakan  adalah :
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
Strategi yang digunakan dalam proses kekuasaan dari badan pelaksana ataupun 
elite politik dan penguasa setempat.
2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan 
sangat berpengaruh dalam proses.
3) Kepatuhan dan daya tanggap.
Kepatuhan dapat berupa dukungan dari elite politik, kesediaan agen/instansi 
pelaksana birokrat yang ditugasi melaksanakan program dari elite politik juga 
kepatuhan penerima manfaat/sasaran program. Sedangkan daya tanggap 
merupakan kepekaan lembaga publik seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan. (Samodra Wibawa et. al., 1994:26)
Secara sistematis model implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :
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Gambar 3 
Model Implementasi Kebijakan Grindle
   
Sumber :  Samodra Wibawa, 1994.
Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang 
perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang 
terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkan 
tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? 
(Masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya 
dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa petingkah rasa keterikatan 
masing-masing orang dalam organisasi? (Hal ini menyangkut masalah 
kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu,  Van Meter dan Van Horn 
kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut  :
a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
Melaksanakan kegiatan dipengaruhi 
oleh :
Isi kebijakan :
1. Kepentingan yang dipengaruhi.
2. Tipe manfaat.
3. Derajat perubahan yang 
diharapkan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program.
Konteks implementasi :
1. Kekuasaan, kepentingan & 
strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga & 
penguasa.
3. Kepatuhan & daya tanggap.
Hasil kebijakan :
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b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak 
yang terlibat dalam proses implementasi.
Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses 
implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam 
itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila 
perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap 
tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif 
tinggi.
Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak                                            
langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu 
standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap 
disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. 
Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada 
persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun 
demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan 
menyeimbangkan disposisi  yang baik atau positip diantara para pelaksana. 
Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap 
disposisi  para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam 
hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi 
lain.
Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi 
dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa 
tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga 
masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut 
berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya 
prospek keuntugan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan 
kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan 
mensukseskan suatu program kebijakan.
Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, 
masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang 
terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan 
yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. 
Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah 
tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, 
disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu 
sendiri.
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Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan 
dan kapasitas untuk mendukung strujtur birokrasi yang telah mapan, kwalitas, 
dan keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan ini juga 
mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung 
dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang 
terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standars dan 
sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat 
dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada 
mereka.
Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi 
disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajad kontrol secara berjenjang 
dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap 
tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana impelementasi kebijakan yang 
efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor 
kebijakan.
Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan impelementasi 
kebijakan sangat dipengaruhi oleh bernagai variabel atau faktor yang pada gilrannya 
akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri
b. Tahap-tahap Impelemtasi Kebijakan
Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang 
ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi 
kebijakan.
M. Irfan Islamy (1997, 102-106) membagi tahap 
implementasi dalam dua bentuk, yaitu :
a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan 
dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka 
kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan 
sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap 
kedaulatan negara lain.
b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu 
kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh 
berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan 
tercapai.
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Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam 
Slichin Abdul Wahab, 1991, 36) mengemukakan sejumlah tahap 
implementasi sebagai berikut   :
   Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan  :
a. Menggambarkan rencana suatu program dengan 
penetapan tujuan secara jelas ;
b. Menentukan standar pelaksanaan ;
c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu 
pelaksanaan.
     TahapII: Merupakan pelaksanaan program dengan 
mendayagunakan struktur staf, sumber daya, 
prosedur, biaya serta metode ;
     Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :
a. Menentukan jadual ;
b. Melakukan pemantauan ;
c. Mengadakab pengawasan untuk menjamin 
kelancaran pelaksanaan program. Dengan 
demikian jika terdapat penyimpangan atau 
pelanggaran dapat diambil tindakan yang 
sesuai, dengan segera.
Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan 
dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, 
sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin 
Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah implementasi 
kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau 
dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-
kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan 
baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi 
maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada 
masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku 
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lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran 
(target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai 
kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada 
impelementasi kebijakan negara.
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Geprge C. Edward III dalan Implementing 
Public Policy (1980, 111) ada empat faktor yang berpengaruh 
terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu 
kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, 
dan disposisi.
1.) Faktor sumber daya (resources)
Faktor sumber daya mempunyai peranan penting 
dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun
jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau 
aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang 
bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan 
kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan 
pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan 
tersebut tidak akan bisa efektif.
Sumber-sumber penting dalam implementasi 
kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup  :
- Staf yang harus mempunyai keahlian dan 
kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- Perintah
- Anjuran atasan/pimpinan
Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan 
antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang 
harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.
Dana untuk membiayai operasionalisais 
implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relefan 
dan yang mencukupi tentang bagaimana cara 
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mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan 
atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat 
dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini 
dimaksudkan agar para implementor tidak akan 
melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya 
mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi 
yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan 
orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar 
diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa 
yang menjadi tugas dan kewajibannya.
Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan 
bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai 
dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana 
yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan 
implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, 
tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan 
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. 
Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, 
pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang 
rasional tidak dapat dikembangkan.
2.) Struktur Birokrasi
Meskipun sumber-sumber untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi 
dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana 
cara melakukannya, serta mereka emmpunyau keinginan 
untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum 
efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang 
ada.
3.) Faktor Komunikasi
Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk 
menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan 
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perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang 
lain (The Liang Gie, 1982). Faktor komunikasi dianggap 
sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap 
proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan 
sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan 
“Bagaimana hubungan yang dilakukan”.
4.) Faktor Disposisi (sikap)
Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana 
untuk mengimplementasikan kebijakan.Dalam 
implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif 
dan efisien, para implementor tidak hanya harus 
mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan 
mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan 
tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan 
untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Berdasarkan ketentuan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 menyebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan 
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan yang dimaksd dengan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam 
merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, 
mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara 
berkelanjutan. 
Berdasarkan definisi di atas, maka tujuan Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan menurut UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 3 adalah sebagai berikut: 
a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 
b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 
c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 
d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 
e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 
f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 
h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan 
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i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.
A.Ghan (2006) berpendapat bahwa tanah dianggap salah satu kebutuhan 
utama manusia. Tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini adalah untuk memenuhi 
permintaan yang semakin meningkat populasi manusia sedangkan kualitas tanah saat 
ini banyak mengalami penurunan kualitas hal tersebut disebabkan adanya degradasi 
lingkungan, serta penyalahgunaan sumber daya alam. Masalah degradasi lingkungan 
disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang banyak bermunculan. Di negara-
negara berkembang seperti Pakistan, tidak adanya kualitas kualitas yang baik 
disebabkan tidak hanya akibat angin dan erosi air serta kehilangan bahan organik, tetapi 
juga terkontaminasi dengan logam berat. Dengan ekspansi industri di tanah kualitas 
yang baik di wilayah pedesaan, petani mengairi tanah mereka dengan limbah. 
Berbagai pendekatan hidrologi sedang dikembangkan dan digunakan untuk mengontrol 
erosi tanah, erosi tanah, dan degradasi tanah akibat aktivitas manusia. Dalam situasi 
demikian, munculnya teknologi alternatif seperti Vetiver System, yang melibatkan 
penggunaan Vetiver, zizinoides Chrysopogon sedang dieksplorasi untuk memulihkan 
tanah yang rusak dan tampaknya sangat layak, ekonomis dan ramah lingkungan. 
Tanaman ini secara ekonomi dan ekologis merupakan salah satu tanaman paling 
serbaguna dari milenium ketiga. Hal ini dapat bertindak sebagai penghalang alami 
terhadap terjadinya erosi dan polusi dan menghasilkan sistem akar besar yang dapat 
digunakan untuk ekstraksi minyak esensial yang penting dalam kegiatan ekonomi. 
5. Faktor-Faktor yang Menentukan Konversi Lahan
Menurut Nasoetion dan Winoto (1996) proses alih fungsi lahan secara 
langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu: (i) sistem kelembagaan 
yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah, dan (ii) sistem non-kelembagaan 
yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Sistem kelembagaan yang 
dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah antara lain direpresentasikan dalam 
bentuk terbitnya beberapa peraturan mengenai konversi lahan.
a. Faktor Ekonomi
Secara ekonomi alih fungsi lahan yang dilakukan petani baik melalui 
transaksi penjualan ke pihak lain ataupun mengganti pada usaha non padi 
merupakan keputusan yang rasional. Sebab dengan keputusan tersebut petani 
berekspektasi pendapatan totalnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam 
jangka panjang akan meningkat.
Hasil temuan Rusastra et al. (1997) di Kalimantan Selatan, alasan utama 
petani melakukan konversi lahan adalah karena kebutuhan dan harga lahan yang 
tinggi, skala usaha yang kurang efisien untuk diusahakan. Pada tahun yang sama 
penelitian Syafa’at et al. (1995) di Jawa menemukan bahwa alasan utama petani 
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melakukan konversi lahan adalah karena kebutuhan, lahannya berada dalam 
kawasan industri, serta harga lahan.
Pajak lahan yang tinggi cenderung mendorong petani untuk melakukan 
konversi dan rasio pendapatan non pertanian terhadap pendapatan total yang tinggi 
cenderung menghambat petani untuk melakukan konversi.
Penelitian Jamal (2001), di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harga jual 
lahan yang diterima petani dalam proses alih fungsi lahan secara signifikan 
dipengaruhi oleh status lahan, jumlah tenaga kerja yang terserap di lahan tersebut, 
jarak dari saluran tersier, jarak dari jalan, dan jarak dari kawasan industri atau 
pemukiman. Sementara itu produktivitas lahan, jenis irigasi, dan peubah lain tidak 
berpengaruh signifikan.
Dari beberapa penelitian pada lingkup mikro, jika ditarik ke dalam lingkup 
makro, apakah konversi lahan di lingkup makro dipengaruhi oleh variabel makro 
yang merupakan proksi variabel dalam lingkup mikro. Dimana dapat digunakan 
nilai tukar petani sebagai proksi daya saing produk pertanian, khsususnya padi; 
PDB sektor industri, transportasi dan perdagangan, hotel dan restoran proksi 
aktivitas industri, pembangunan prasarana jalan dan pembangunan sarana pasar 
dan turisme; jumlah penduduk proksi kebutuhan untuk pemukiman.
b. Faktor Sosial
Menurut Witjaksono (1996) ada lima faktor sosial yang mempengaruhi 
alih fungsi lahan, yaitu: perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, 
pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap 
aspirasi masyarakat Dua faktor terakhir berhubungan dengan sistem pemerintahan. 
Dengan asumsi pemerintah sebagai pengayom dan abdi masyarakat, seharusnya 
dapat bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan. 
c. Perubahan Perilaku
Prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai telah
membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap dunia baru di luar 
lingkungannnya. Mereka merasa dirinya sebagai petani ketinggalan zaman dan 
sama sekali belum modern. Persepsi mereka, terutama generasi mudanya, terhadap 
profesi petani tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat perkotaan, yaitu 
bahwa profesi petani adalah pekerjaan yang kotor, sengsara, dan kurang bergengsi.
Akibat perubahan cara pandang tersebut, citra petani dibenak mereka 
semakin menurun. Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi merupakan aset 
sosial semata, tetapi lebih diandalkan sebagai aset ekonomi atau modal kerja bila 
mereka beralih profesi di luar bidang pertanian. Mereka tidak akan keberatan 
melepaskan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan pada penggunaan non 
pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi seperti 
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saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin kecil. Tidak sedikit petani 
menjual lahannya untuk biaya masuk kerja pada lapangan kerja formal, atau 
membeli kendaraan untuk angkutan umum.
d. Hubungan Pemilik dengan Lahan
Bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupan dan penghidupannya 
pada usahatani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dikuasainya. 
Mereka tidak berani menanggung risiko atas ketidakpastian penghidupannya 
sesudah lahan pertaniannya dilepaskan kepada orang lain. Di samping itu, status 
sosial penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan dengan luas kepemilikan 
lahannya.
Dengan memiliki lahan yang luas, petani dapat memberi pekerjaan 
kepada tetangganya. Hubungan antara pemilik lahan dengan buruhnya diikat dalam 
ikatan kekeluargaan yang saling membutuhkan, meskipun dalam status yang 
berbeda. Dalam hal ini, lahan pertanian merupakan aset sosial bagi pemiliknya 
yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kehormatan 
keluarganya. Lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial seperti ini tidak mudah 
tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang meskipun jumlahnya memadai.
e. Pemecahan Lahan
Sistem waris dapat menyebabkan kepemilikan lahan yang semakin 
menyempit. Lahan pertanian yang sempit di samping pengelolaannya kurang 
efisien juga hanya memberikan sedikit kontribusi bagi pendapatan keluarga petani 
pemiliknya. Biasanya petani tidak lagi mengandalkan penghidupannya dari bidang 
pertanian, sehingga mereka beralih mencari sumber pendapatan baru di bidang non 
pertanian. Untuk itu mereka membutuhkan modal atau dana yang diperoleh dengan 
cara menjual lahan pertaniannya. Banyak juga lahan yang diwariskan petani 
kepada anaknya digunakan untuk pemukiman sebagai akibat pengembangan 
keluarga melalui perkawinan.
Bentuk lain yang berhubungan dengan pemecahan lahan adalah lembaga
perkawinan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat petani di pedesaan.
Terbentuknya keluarga baru biasanya dibekali sebidang lahan oleh masing-masing
pihak orangtua suami dan isteri untuk digabungkan menjadi milik bersama.
Permasalahannya letak kedua lahan tersebut cenderung terpisah., 
sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya dan sulit mengendalikannya. Dua 
kondisi ini mendorong pemiliknya untuk menjual sebagian lahan tersebut.
f. Peraturan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian
Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian 
pemerintah mengantisipasi dengan membuat peraturan pertanahan. Pengaturan ini 
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bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan 
perekonomian pada umumnya.
B. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan fakta, upaya pencegahan konversi lahan sawah sulit dilakukan, karena 
lahan sawah merupakan private good yang legal untuk ditransaksikan. Oleh karena itu upaya 
yang dapat dilakukan hanya bersifat pengendalian. Pengendalian yang dilakukan sebaiknya 
bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab terjadinya konversi lahan sawah, yaitu faktor 
ekonomi, sosial, dan perangkat hukum. Namun hal tersebut hendaknya didukung oleh 
keakuratan pemetaan dan pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi 
yang memadai (Suwarno, 1996).
Beberapa konsep pengendalian telah direkomendasikan oleh beberapa peneliti 
Namun karena belum adanya pemberdayaan hukum yang konsisten dan dibutuhkan prasyarat 
yang ketat maka, pengendalian konversi lahan cenderung tidak efektif.
Menurut Irawan dan Friyatno (2002) pengendalian dengan instrumen ekonomi dapat 
dilakukan melalui mekanisme kompensasi dan kebijakan pajak progressif Kebijakan pajak 
progresif relatif mudah diaplikasikan dan sudah dirintis oleh pemerintah. Namun dua peneliti 
tersebut mengkhawatirkan penggunaan pendekatan kompensasi dan pajak progerssif akan 
mengarah kepada kondisi kapitalis dimana sumberdaya lahan akan dikuasai dan dimiliki oleh 
orang yang modalnya kuat.
Dengan pendataan yang akurat dan penegakan hukum yang konsisten, sebenarnya 
pengenaan pajak progresif cenderung lebih aplikatif. Kekhawatiran mengarah pada kapitalis 
dapat dihambat dengan penegakan hukum. Implikasi ekonomi dari penerapan pajak ini akan 
menggeser kurva penawaran lahan sawah ke kiri. Kalaupun terjadi transaksi dengan harga 
yang relatif mahal. Untuk kebutuhan konsumtif (perumahan) sebenarnya hal tersebut tidak 
menjadi masalah, karena dibebankan pada konsumen yang umumnya berpendapatan menegah 
ke atas. Jika konsumennya untuk kegiatan industri, akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Namun dengan kondisi pasar yang makin mengglobal, ekonomi biaya tinggi akan
menjadi tidak efisen dan kalah bersaing. Hal tersebut seharusnya menyebabkan investor 
mengalihkan ke lahan yang sesuai dengan peruntukkannya. Apalagi pemerintah menyediakan 
fasilitas industri, perkantoran dan perdagangan yang dilengkapi dengan sarana penunjang 
lainnya. Hingga saat ini kekhawatiran juga terjadi dalam hal penerapan hukum yang berkaitan 
dengan pengendalian konversi lahan sawah. Data menunjukkan konversi lahan sawah terus 
terjadi. Menurut Jamal (2000) permasalahan konversi lahan sawah ke penggunaan non 
pertanian dan terjadi akumulasi penguasaan lahan pada pihak tertentu dapat dijawab dengan 
reformasi agraria. Namun kegiatan ini membutuhkan tenaga pelaksana yang jujur, tersedianya 
data penguasaan dan pemilikan lahan yang lengkap, dan dukungan dana yang terus menerus. 
Prasyarat tersebut menyebabkan banyak negara gagal melaksanakannya.
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Dari faktor sosial, perilaku dan norma-norma yang berlaku di masyarakat cenderung 
mendorong terjadinya konversi lahan. Lahan sebagai private goods berbeda dengan common 
goods yang dapat dikendalikan pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan sosial, seperti 
layaknya pada kawasan hutan dan perairan masih dapat dilindungi pemanfaatannya dengan 
kesepakatan masyarakat setempat.
Dari tiga faktor diatas, faktor ekonomi dan perangkat hukum secara simultan
diharapkan dapat mengendalikan konversi lahan sawah. Dana yang diperoleh dari penerimaan 
pajak progresif tersebut digunakan untuk pencetakan sawah baru dan perbaikan irigasi. 
Sejalan dengan upaya peningkatan keakuratan data dan perangkat hukum yang tegas, upaya 
yang realistis untuk dilakukan adalah mencetak sawah baru dan meningkatkan kualitas irigasi.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Klaten
Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara 110o30'-110o45' Bujur Timur 
dan 7o30'-7o45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km2. Di 
sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan 
kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan 
kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan 
kabupaten Boyolali.
Menurut topografi kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan 
pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang 
terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar 
dan wilayah berbukit di bagian selatan. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah kabupaten Klaten 
terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 
9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di 
ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 
meter dari permukaan air laut.
Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan 
kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28-30o Celsius dengan 
kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan 
Januari (350mm) dan curah hujan terrendah bulan Juli (8mm).
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan
Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Klaten. Sektor pertanian mampu 
mensuplai +300.000 ton padi pertahun dengan luas mencapai +55.000 Ha, +60.000 ton jagung 
pertahun dengan luas +8.000 Ha, dan +4.000 ton kedelai pertahun dengan luas +6.000 Ha. 
Padi merupakan produk terbesar pada sector pertanian mengingat tanahnya yang subur dan 
suplai air yang melimpah sehingga sangat cocok untuk tanaman padi. Selain itu, sektor ini 
juga menghasilkan buahbuahan, antara lain melon (+70.000 ton/th), semangka (+6.000 
ton/th), mangga (+25.000 ton/th), rambutan (+27.000 ton/th), pisang (+47.000 ton/th), pepaya 
(+18.000 ton/th), durian (+10.000 ton/th), jambu biji (+3.000 ton/th), dan sawo (+2.000 
ton/th). Potensi produksi pertanian dapat dilihat pada Peta Produksi pertanian Kabupaten 
Klaten pada lampiran. Sektor kehutanan juga menjadi sektor pendukung di Klaten, yang 
menghasilkan kayu (jati dan mahoni) dan madu serta walet dan sriti. Kayu yang dihasilkan 
pada tahun 2009 yaitu jati sebanyak 61.658 batang dan mahoni sebanyak 54.156 batang. Hasil 
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non kayu yaitu madu berjumlah 1.370 kg sedangkan walet dan sriti yaitu 31,2 kg. Dengan 
adanya air yang melimpah, maka kabupaten ini memiliki potensi untuk perikanan darat.
Jumlah produksi ikan baik di kolam, sawah, karamba, waduk, sungai, dan genangan 
air mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu dari 2.002 ton (2002) menjadi 1.138,27 ton 
(2009), padahal luas areal produksi relatif sama tiap tahunnya. Klaten memiliki beberapa jenis 
produk ternak, yaitu sapi potong, sapi perah, kambing-domba-babi (ternak kecil), dan unggas. 
Pada tahun 2008, jumlah ternak sapi potong yaitu sebanyak 80.253 ekor dengan jumlah 
pemotongan 8.501 ekor/tahun, ternak sapi perah sebanyak 5.809 ekor dengan jumlah produksi 
susu 3.006.000 liter/tahun, ternak kecil sebanyak 110.723 ekor, dan jumlah unggas sebanyak 
3.640.853 ekor.
Selain pertanian dan ternak, Klaten juga memiliki produk perkebunan, yaitu tebu, 
tembakau rajang, tembakau vorsterland, tembakau asepan, tembakau virginia, cengkeh, 
kapok, kelapa hibrida, kelapa deres, dan kopi. Diantara berberapa jenis produk tersebut, tebu 
dan tembakau merupakan produk yang dominan dalam jumlah produksinya yang masing-
masing mencapai 6.014.080 ton per tahun dengan luas areal 1.536.467 Ha (2008) dan 
3.401,92 ton per tahun dengan luas areal 3.346,98 Ha (2008). Produk yang lainnya masih 
berkisar antara 50-300 ton per tahun.
B. Implementasi Penetapan Kawasan Pangan Di Kabupaten Klaten
Konflik penggunaan lahan dapat terjadi akibat dari adanya benturan kepentingan 
antar sektoral, dan pembangunan oleh pertambahan penduduk. Konflik penggunaan lahan 
tersebut misalnya perubahan lahan sawah, tegalan, hutan, menjadi daerah pemukiman, 
pertokoan, perkantoran, jalan dan sarana perhubungan. Oleh karena itu diperlukan upaya 
perencanaan secara terpadu, seperti rencana umum tata ruang. Untuk mendukung upaya 
perencanaan tersebut sangat diperlukan data sumberdaya alam, teknik analisis dan pengolahan 
data yang tepat dan cepat dan model pendekatan perencanaan.
Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan lahan 
(sumberdaya lahan) sesuai dengan potensinya. Penilaian potensi lahan sangat diperlukan 
terutama dalam rangka penyusunan kebijakan, pemanfaatan lahan dan pengelolaan lahan 
secara berkesinambungan. Untuk menyusun kebijakan tersebut sangat diperlukan peta-peta 
yang salah satunya adalah peta kemampuan lahan. Analisis dan evaluasi kemampuan lahan 
dapat mendukung proses dalam penyusunan rencana penggunaan lahan di suatu wilayah yang 
disusun dengan cepat dan tepat sebagai dasar pijakan dalam mengatasi benturan pemanfaatan 
penggunaan lahan/sumberdaya alam.
Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam program perlindungan 
lahan pangan berkelanjutan pada kawasan pangan dilaksanakan dengan merumuskan Rencana 
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Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam RTRW kawasan lahan abadi pertanian diatur mulai dari 
aspek kebijakan dan strategi spasial berupa prioritas mengembangkan dan melestarikan 
kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian ditetapkan 
sebagai kawasan strategis karena memberi pengaruh terhadap ketahanan pangan dan 
perekonomian. 
Selanjutnya dilakukan penetapan zonasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah 
Kabupaten Klaten untuk melakukan pelarangan alih fungsi lahan menjadi non pertanian 
kecuali pembangunan sistem jaringan prasarana utama. Pemanfaatan dapat dilakukan hanya 
untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah dan kegiatan pendukung yang tidak 
mengganggu keberadaan kawasan.
Adapun rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lahan Lestari) 




1. Rencana Kebijakan Lahan Pertanian Abadi
Rencana penetapan lahan pertanian abadi yang dilaksanakan di 
Kabupaten Klaten merupakan salah satu opsi kebijakan yang dianggap 
ipaling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada 
dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai 
daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih 
fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian dilarang dengan suatu 
ketetapan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 41 tahun 2009
Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU 
PLPPB). Jika UU No. 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB) dapat dilaksanakan secara 
efektif di Kabupaten Klaten maka pastilah konversi lahan di kawasan 
konservasi tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat 
diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah 
konversi lahan pertanian. 
Namun yang justru paling diragukan ialah asumsi dapat 
diefektifkan itu. Telah dikemukakan, akar penyebab konversi lahan 
pertanian ialah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun 
penduduk, yang di Kabupaten Klaten khususnya di Indonesia keduanya 
masih akan terus sangat besar sehingga konversi lahan pertanian mustahil 
dapat dihentikan sepenuhnya, lebih-lebih di kawasan pusat pertumbuhan 
ekonomi. 
Dengan demikian di Kabupaten Klaten pada saat ini hingga 
beberapa tahun mendatang, kebijakan penetapan lahan abadi pertanian
sangat sulit diefektifkan. Suatu saat, jika kelak pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi dan penduduk sudah sangat lambat dan 
kesejahteraan penduduk sudah cukup tinggi, kebijakan seperti itu mungkin 
saja efektif. Pada kondisi demikian, usaha pertanian juga sudah tidak 
diminati sebagian besar penduduk sehingga kelestarian usaha pertanian 
terancam. Pemerintah perlu menetapkan kawasan konservasi pertanian 
sebagai bagian dari upaya konservasi alam dan budaya. Untuk itu, 
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pemerintah perlu memberikan subsidi atau insentif khusus agar ada warga 
negara yang mau jadi petani. 
2. Kebijakan Strategis Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di 
Kabupaten Klaten
Proses konversi lahan pertanian yang dilaksanakan di Kabupaten 
Klaten pada umumnya berlangsung melalui dua tahapan yaitu: 
a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada nonpetani 
b. Pemanfaatan lahan pertanian tersebut untuk kegiatan di luar pertanian
Dampak konversi lahan yang berupa penurunan kapasitas produksi 
pertanian, penurunan daya serap tenaga kerja pertanian, hilangnya 
investasi pertanian dan meningkatnya masalah sosial dan lingkungan pada 
dasarnya baru terjadi pada tahap kedua. Namun tahap kedua tersebut tidak 
akan terjadi tanpa melalui tahap pertama karena sebagian besar lahan 
pertanian dimiliki oleh petani. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten 
Klaten dalam upaya penanganan masalah konversi lahan pertanian, 
melakukan beberapa langkah, yaitu melalui tiga pendekatan yaitu: 
a. Mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada 
nonpetani.
b. Mencegah alih fungsi lahan
c. Menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi lahan. 
Masing-masing pendekatan tersebut memerlukan instrumen 
kebijakan yang berbeda. Jika penjualan lahan petani merupakan suatu 
proses rasional yang mengacu pada prinsip ekonomi maka pemberian 
insentif ekonomi kepada petani merupakan salah satu cara yang dapat 
ditempuh untuk mencegah penjualan lahan petani. Namun cara ini 
membutuhkan dukungan dana yang sangat besar akibat rente ekonomi 
lahan pertanian yang sangat rendah dibandingkan pemanfaatan lahan 
untuk sektor ekonomi lainnya. Selain itu, asumsi bahwa transaksi lahan 
petani kepada investor disebabkan oleh dorongan ekonomi petani tidak 
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selamanya benar karena pada kasus konversi lahan secara masal peranan 
birokrasi justru seringkali lebih dominan, sehingga petani terkondisikan 
untuk menjual lahannya (Rusastra dan Budhi, 1997). 
Bagi petani sendiri penjualan lahan yang mereka miliki sebenarnya 
tidak menguntungkan secara sosial, karena di daerah pedesaan pemilikan 
lahan merupakan salah satu simbol sosial (Witjaksono, 1996). Sementara 
penelitian Jamal (1999) mengungkapkan bahwa sebagian besar petani 
yang menjual lahannya untuk dikonversi sebenarnya tidak menghendaki 
penjualan lahan tersebut. Penyebab utamanya adalah penjualan lahan 
tersebut tidak selalu menguntungkan dalam jangka panjang karena untuk 
beralih kepada kegiatan ekonomi yang baru dibutuhkan waktu 
penyesuaian, sementara fleksibilitas petani untuk menggeluti bidang usaha 
yang baru secara umum terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pemberian insentif ekonomi kepada petani belum tentu efektif untuk 
mencegah penjualan lahan petani karena proses transaksi lahan tersebut 
tidak merupakan fenomena ekonomi secara murni atau terjadi melalui 
mekanisme pasar. 
Pendekatan kedua dapat dilakukan dengan menghambat dan 
mencegah alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Gagasan penetapan 
lahan pertanian abadi termasuk dalam kategori ini. Kebijakan seperti ini 
jelas termasuk kategori melawan pasar lahan. 
Pada pendekatan ketiga, dampak negatif konversi lahan diatasi 
dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang mampu 
mengkompensasikan peluang-peluang yang hilang akibat konversi lahan. 
Pencetakan sawah baru dan pembangunan jaringan irigasi adalah contoh 
dari penerapan pendekatan tersebut. Dengan kedua cara tersebut maka 
dampak konversi lahan terhadap masalah pangan nasional memang dapat 
ditanggulangi. Namun cara ini pada akhirnya tetap akan dibatasi oleh 
sumber daya lahan yang tersedia dan membutuhkan dukungan dana yang 
besar. Selain itu, pendekatan ini tidak mampu mengatasi masalah sosial 
dan lingkungan yang terjadi di lokasi atau di daerah yang mengalami 
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konversi lahan karena pencetakan sawah atau pembangunan jaringan 
irigasi yang ditempuh biasanya bukan dilakukan di daerah yang 
mengalami konversi lahan, tetapi di daerah lain yang sumber daya 
lahannya masih tersedia. Fenomena demikian terjadi karena konversi lahan 
pertanian umumnya terjadi di daerah dengan kelangkaan lahan tinggi 
sehingga peluang pembukaan sawah baru atau pembangunan jaringan 
irigasi sangat terbatas. Pada masa pemerintahan otonomi dimana egoisme 
daerah semakin kental, pendekatan demikian mungkin akan semakin sulit 
diterapkan jika dana pembangunan yang dibutuhkan diserahkan kepada 
masing-masing daerah. 
Untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan konversi lahan 
pertanian, sejauh ini pemerintah Kabupaten Klaten lebih terfokus pada 
pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan perundang-
undangan yang bersifat melarang konversi lahan pertanian, khususnya 
lahan sawah beririgasi teknis. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis 
acuan instrumen hukum yang digunakan yaitu: 
a. RUTRW yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan termasuk lahan 
pertanian yang dapat dikonversi ke penggunaan di luar pertanian
b. Peraturan-peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan konversi 
lahan pertanian. Selama ini sudah cukup banyak peraturan pemerintah 
yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian tersebut. Adapun 
peraturan-peraturan tersebut antara lain:
1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan 
2) Keppres No.53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, dimana antara lain 
ditegaskan bahwa untuk kawasan industri tidak menggunakan tanah sawah dan 
tanah pertanian subur lainnya. Dalam pelaksanaannya, larangan ini telah pula 
diberlakukan untuk semua penggunaan tanah nonpertanian lainnya seperti untuk 
perumahan, jasa dan lain sebagainya. 
3) Keppres No.33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Kawasan Industri. 
4) Keppres No.55 Tahun 1993 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan 
Bagi Kepentingan Umum. 
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5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPPN No.2 Tahun 1993 tentang Tata 
Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam 
rangka Penanaman Modal, dengan petunjuk pelaksanaannya untuk ijin lokasi 
dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPPN No.22 tahun 1993. 
6) Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas 
kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPPN No.5334/MK/9/1994 tanggal 29 
September 1994 tentang perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis 
untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian. 
7) Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas 
kepada Menteri Dalam Negeri No.5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 
tentang Penyusunan RTRW Dati II. 
8) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 
yang menyatakan bahwa sedapat mungkin mencegah terjadinya perubahan tanah 
pertanian ke nonpertanian sehingga tidak mengganggu usaha peningkatan 
produksi pangan yang telah ada selama ini. 
9) Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPPN No.460-3346 tanggal 31 Oktober 
1994; Surat Menteri Bappenas/Ketua Bappenas No.5417/MK/10/1994 tanggal 4 
Oktober 1994; Surat Menteri Dalam Negeri No.474/4263/SJ tanggal 27 
Desember 1994 yang menyatakan bahwa perubahan penggunaan tanah pertanian 
ke nonpertanian tidak mengorbankan tanah pertanian subur dan berpengairan 
teknis walaupun lokasi tersebut masuk dalam tata ruang wilayah yang telah ada. 
10) Undang Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB)
11) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2029.
Peraturan-peraturan tersebut dalam batas tertentu mungkin berhasil 
memperlambat proses konversi lahan tetapi tidak memberikan solusi yang 
utuh bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan lahan. 
Kondisi demikian menyebabkan pihak-pihak lain yang berkepentingan 
dengan pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia, misalnya para 
pengembang perumahan dan industri, cenderung mencari celah-celah 
hukum yang ada agar mereka tetap dapat melakukan konversi lahan yang 
mereka inginkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. 
lPengalaman menunjukkan bahwa kedua instrumen yang digunakan 
dalam mengatur pemanfaatan lahan terkesan kurang efektif dalam 
mengendalikan konversi lahan. Keterbatasan transparansi merupakan 
kelemahan utama yang melekat pada pengaturan lokasi kegiatan 
pembangunan (RUTRW) sehingga kontrol masyarakat tidak dapat 
berlangsung secara efektif. Sedangkan peraturan yang mengatur konversi 
lahan pertanian memiliki berbagai kelemahan yang dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Obyek lahan pertanian yang dilindungi dari proses konversi ditetapkan 
berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan relatif 
mudah direkayasa sehingga konversi lahan dapat berlangsung tanpa 
melanggar peraturan yang berlaku. 
b. Peraturan yang berlaku secara umum lebih bersifat himbauan dan tidak 
dilengkapi dengan sangsi yang jelas, baik yang menyangkut besarnya 
sangsi maupun pihak yang dikenai sangsi. 
c. Jika terjadi konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku maka sulit ditelusuri pihak manakah yang 
paling bertanggungjawab mengingat pemberian ijin konversi lahan 
pada dasarnya merupakan keputusan kolektif dari berbagai instansi 
pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan lahan. 
d. Peraturan dan perundangan yang berlaku kadangkala bersifat 
paradoksal dan dualistik. Misalnya, di satu sisi peraturan hendak 
melindungi alih fungsi lahan sawah di sisi lain pemerintah mendorong 
pertumbuhan industri yang membutuhkan lahan sebagai basis 
kegiatannya. Di daerah yang lahan keringnya sangat terbatas seperti di 
jalur pantura maka kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan 
konversi lahan sawah. 
e. Peraturan yang diterbitkan oleh berbagai instansi yang berbeda 
seringkali tidak sinkron satu dengan lainnya dalam kerangka 
pengendalian konversi lahan pertanian produktif. Peraturan-perturan 
tersebut kadangkala bermakna implisit sehingga dapat menimbulkan 
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kerancuan interpretasi. Misalnya, Surat Edaran Menteri 
Agraria/Kepala BPN No.460-1594 tanggal 5 Juni 1996 secara implisit 
mengandung makna bahwa sawah yang sudah dikeringkan seolah-olah 
dapat dikonversikan ke penggunaan di luar pertanian. 
Pengendalian konversi lahan dengan peraturan-peraturan yang 
bersifat larangan akan sulit dijamin efektivitasnya selama tidak didukung 
dengan sistem pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang 
berlaku. Padahal sudah menjadi pendapat umum bahwa penegakan 
supremasi hukum di Indonesia masih sangat lemah akibat berbagai faktor. 
Untuk mengoptimalkan pengendalian konversi lahan pertanian maka 
diperlukan perubahan pendekatan, yaitu dari pelarangan juridis menjadi 
akomodasi kompensatif dan pengendalian sosio – ekonomi – yuridis. 
Dengan pendekatan akomodasi kompensatif, proses alih fungsi 
lahan dapat diterima sebagai kenyataan yang tak terhindarkan namun 
dampak negatifnya dinetralisir dengan membuka lahan pertanian baru dan 
atau merehabilitasi lahan pertanian yang ada, cukup luas dan produktif 
sehingga setidaknya dapat mengkompensasi penurunan kapasitas produksi 
akibat konversi lahan pertanian tersebut. Pendekatan ini dapat 
diimplementasikan antara lain dengan Program Rehabilitasi dan 
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Program Perluasan Areal 
Pertanian. 
Program Rehabilitasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 
Pertanian dapat dilaksanakan melalui: (a) upaya rehabilitasi dan 
pembangunan sistem irigasi; (b) upaya optimalisasi pemanfaatan “lahan 
tidur” dan “lahan terlantar”, dan (c) upaya pencetakan sawah baru. Selain 
melalui upaya pembangunan fisik, program ini hanya dapat berhasil bila 
ditunjang dengan kebijakan insentif usaha tani, fasilitasi pembiayaan dan 
penataan kelembagaan kepemilikan lahan. Program ini dapat 
dikategorikan program jangka pendek. 
Sesuai dengan lingkup mandatnya, saat ini Departemen Pertanian 
Kabupaten Klaten sedang mempersiapkan rancangan upaya optimalisasi 
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pemanfaatan lahan tidur dan lahan terlantar. Sementara itu, upaya 
rehabilitasi dan pembangunan sistem irigasi serta upaya pencetakan lahan 
sawah baru dapat terus dilaksanakan oleh Departemen Kimpraswil 
berkoordinasi dengan Departemen Pertanian maupun instansi terkait 
lainnya. Fasilitasi kebijakan insentif dan pembiayaan perlu didukung oleh 
Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam 
koordinasi Menko Ekonomi, sementara penataan kelembagaan 
kepemilikan lahan merupakan porsi BPN. 
Program perluasan areal pertanian merupakan kebutuhan mendesak 
untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan sekaligus 
meningkatkan rata-rata luas pemilikan lahan pertanian. Pada masa lalu, 
peran pemerintah dalam program ini terutama disalurkan melalui program 
transmigrasi. Sejak tahun 1997, program transmigrasi mengalami 
hambatan, yang jelas berdampak pada perlambatan perluasan areal lahan 
pertanian. Revitalisasi program perluasan areal pertanian merupakan 
program jangka menengah-panjang yang perlu dirancang saat ini juga. 
Pengendalian konversi lahan pertanian melalui pendekatan sosio-
ekonomi-juridis dimaksudkan untuk memperlambat dan mengarahkan 
proses alih fungsi lahan pertanian, sehingga dampak negatifnya dapat 
ditekan atau diakomodir, melalui penetapan peraturan dan perundang-
undangan yang disusun berdasarkan prinsip sosial-ekonomi sehingga dapat 
diimplementasikan secara efektif dan efisien. Termasuk dalam kategori ini 
ialah: (a) penataan struktur pajak dan iuran pembangunan berbasis lahan, 
(b) penyusunan rencana dan pengawasan implementasi tata ruang wilayah; 
dan (c) penataan sistem kepemilikan lahan. 
Secara terinci kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian ke 
penggunaan nonpertanian yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten berupa 
program aksi disajikan dalam tabel sebagai berikut:
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3. Strategi Pendekatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Irigasi Di Kabupaten Klaten
Pada dasarnya proses alih fungsi lahan sawah beririgasi dapat dibedakan menjadi 
dua, direncana (planned) dan tidak direncanakan (unplan). Proses alih fungsi lahan sawah
beririgasi yang memang direncanakan diarahkan untuk pengembangan kawasan industri,
kawasan pemukiman (real estate), jalan raya, komplek perkantoran. Oleh karena itu lahan 
sawah yang alihfungsinya direncakan keberadaannya terkelompok pada suatu hamparan 
yang cukup luas. Sedangan proses alih fungsi lahan sawah beririgasi yang tidak 
direncakan dilakukan oleh pemilik lahan dengan lokasi yang terpercar dan luasan yang 
kecil.
Status lahan sawah beririgasi pada umumnya merupakan hak milik. Dengan 
demikian proses alih fungsi untuk peruntukan yang lain dilakukan dengan prosedur 
administrasi. Sesuai dengan prosedur baku, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
hanya akan memberikan ijin alih fungsi lahan sawah beririgasi hanya bila ada persetujuan 
Bupati, Kepala Daerah Kabupaten. Dengan demikian, dalam hal proses alih fungsi lahan 
sawah beririgasi Bupati menempai posisi sangat sentral.
Mempertimbangkan hal seperti dikemukakan di atas maka diajukan bentuk 
strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi. Dengan memperhatian 
bahwa kawasan pusat pertumbuhan ekonomi merupakan sumber tekanan alih fungsi lahan 
beririgasi maka secara konsepsual tekanan alih fungsi dapat dikelompokkan menjadi tiga 
ring.
Pengendalian alih fungsi dipertimbangkan dari tingkat urgensinya, yang dapat 
dibagi menjadi tiga level, yaitu:
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Tabel Keterkaitan antara tingkat urgensi alih fungsi lahan sawah beririgasi dengan
keberadaan dari pusat pertumbuhan
Level Keberadaan dari pusat 
pertumbuhan
Tingkat urgensi
Level 1 Ring 1 Lahan sawah beririgasi yang 
status tekanan alih fungsinya 
telah mencapai level sangat 
tinggi sehingga urgensi 
pengendaliannya sangat tinggi
Level 2 Ring 2 Lahan sawah beririgasi yang 
status tekanan alih fungsinya 
telah mencapai level tinggi 
sehingga urgensi 
pengendaliannya tinggi
Level 3 Ring 3 Lahan sawah beririgasi yang 
status tekanan alih fungsinya 
telah mencapai level sedang 
sehingga urgensi 
pengendaliannya sedang
Namun justifikasi tentang perlunya pengendalian alih fungsi lahan sawah harus
berbasis pada pemahaman mempunyai nilai ganda. Secara holistik, manfaat tersebut 
terdiri dari dua kategori: nilai penggunaan, dan manfaat intrinsik. Nilai penggunaan 
mencakup:
a. Manfaat langsung, baik yang nilainya dapat diukur dengan harga (misalnya keluaran
usahatani) maupun yang tidak dapat diukur dengan harga (misalnya tersedianya 
pangan, wahana rekreasi, penciptaan lapangan kerja), dan
b. Manfaat tidak langsung yang terkait dengan kontribusinya dalam pengendalian 
banjir, menurunkan laju erosi, dan sebagainya.
Nilai intrinsik mencakup kontribusinya dalam mempertahankan keanekaragaman 
hayati, sebagai wahana pendidikan, dan sebagainya. Pemahaman yang komprehensif 
terhadap multi fungsi lahan sawah sangat diperlukan agar kecenderungan "under valued" 
terhadap sumberdaya tersebut dapat dihindarkan Secara teoritis terdapat tiga pendekatan 
yang dapat ditempuh dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah yaitu: regulasi 
(regulation), akuisisi dan manajemen (acquisition and management), dan insentif dan 
disinsentif (incentives and disincentive/charges).
Dengan demikian bentuk dapat diprioritas sasaran pengendaliannya juga 
dikaitkan dengan tingkat urgensinya, seperti disajikan berikut ini.
a. Tingkat urgensi kategori 1: urgensi pengendalian alih fungsi lahan sawah sangat
tinggi. Prioritas sasaran pengendalian mencakup:
1) Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi,
2) Pengurangan dampak negatif dari alih fungsi, dan
3) Memperkecil peluang alih fungsi pada seluruh lahan sawah di luar sasaran.
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b. Tingkat urgensi kategori 2: urgensi pengendalian alih fungsi lahan sawah termasuk
kategori tinggi. Prioritas sasaran mencakup:
1) Memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan sawah,
2) Mengurangi dampak alih fungsi lahan sawah, dan
3) Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi.
c. Tingkat urgensi kategori 3: urgensi pengendalian alih fungsi lahan sawah termasuk
kategori sedang. Prioritas sasaran mencakup
1) Memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan sawah, dan
2) Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi.
Bentuk insentif yang bisa dikembangkan berupa:
a. Kategori 1:
1) Kompensasi terhadap kerugian akibat hilangnya manfaat dari sifat multi fungsi
lahan sawah
2) Rehabilitasi infrastruktur (irigasi, kredit)
3) Bantuan teknis pengembangan teknologi,
4) Kebijakan harga (subsidi input dan atau output)
5) Asuransi Pertanian, dan
6) Keringanan pajak lahan bagi petani sawah.
b. Kategori 2:
1) Bantuan teknis pengembangan teknologi
2) Rehabilitasi infrastruktur (irigasi, jalan usahatani, kredit)
3) Kebijakan harga (subsidi input dan atau output)




1) Rehabilitasi infrastruktur (irigasi, jalan usahatani, pemasaran, kredit),
2) Bantuan teknis pengembangan teknologi, dan
3) Kebijakan harga (subsidi input dan atau output)
4. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Wilayah Kabupaten Klaten
Seperti terungkap dalam bab terdahulu bahwa upaya pengendalian alih fungsi 
lahan irigasi dapat dilakukan dari dua sisi: pengendalian secara ekonomi melalui 
kebijakan subsidi dan pengendalian secara yuridis dalam benntuk Peraturan Daerah 
(Perda). Kajian akademik awal yang disusun mengarah pada upaya pengendalian alih 
fungsi lahan irigasi melalui instrumen Perda.
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Dengan menggunakan instrumen hukum, proses legal alih fungsi menjadi sangat
penting. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat Kabupaten sebagai lembaga yang 
berwenang memberi legalisasi alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan atas ijin Bupati 
yang ditunjukkan dengan surat ijin. Surat ijin Bupati sendiri akan dikeluarkan setelah 
mempelajari pertimbangan yang dibuat oleh instansi (dinas) terkait. Instansi terkait akan 
memberikan pertimbangan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi yang 
didasarkan atas karakteristik khas wilayah, baik dari sisi phisik, sosial, ekonomi maupun 
dari sisi yang lain yang dianggap perlu. Proses keluarnya surat ijin Bupati harus 
mempertiangkan zonasi ring urgensi alih fungsi. Gambaran awal ring urgensi alih fungsi 
lahan irigasi disajikan dalam Gambar 1.
INSTRUMEN PERDA 
SEBAGAI PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI 
              
Gambar 1
Penetapan awal ring pencegahan alih fungsi lahan irigasi 
Kabupaten Klaten
Kondisi agroklimat basah lereng pegunungan yang mendominasi hampir seluruh 
wilayah Kabupaten Klaten memungkinkan petani Klaten untuk menanam tanaman padi
hampir sepanjang tahun. Atau minimal dua kali tanam padi disambung dengan tanaman 
palawija dan bahkan banyak yang membudidayakan perikanan air tawar.
RING 1 KRITERIA 1
TINGKAT 
RING 2 KRITERIA 2 TEKANAN
EKONOMI 














Adanya program pencapaian tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani 
di wilayah Kabupaten Klaten maka pemerintah daerah berkewajiban menjamin 
kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi melalui mekanisme berikut:
a. Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi
dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya;
b. Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan
mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian;
c. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan
wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung pewilayahan komoditi pertanian
yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk
mendukung ketahanan pangan nasional;
d. Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dalam suatu daerah
irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah
ditetapkan dan memperoleh izin dari pemerintah kabupaten.
e. Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat: perubahan
rencana tata ruang wilayah; atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi
lahan dan jaringan irigasi.
f. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian
lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata
ruang wilayah;
g. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan
penataan ulang sistem irigasi dalam hal: sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau 
sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
h. Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang
wilayah wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
i. Pemerintah kabupaten dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam rangka
mengendalikan alih fungsi lahan. Insentif diberikan kepada petani dan/atau pelaku
usaha yang mempertahankan lahan pertanian beririgasi. Sedangkan disinsentif
diberikan kepada petani dan/atau pelaku usaha yang tidak mempertahankan lahan
pertanian beririgasi. Disinsentif berupa pencabutan pemberian insentif yang telah
diberikan. Insentif yang diberikan kepada petani dapat berbentuk: keringanan Pajak 
Bumi dan Bangunan; kemudahan dan fasilitas dalam penerbitan sertifikat bidang 
tanah yang bersangkutan; pemberian penghargaan; dan/atau jaminan sosial. Insentif 
yang diberikan kepada pelaku usaha dapat berbentuk: kemudahan perizinan; 
kemudahan fiskal dan Pajak Bumi dan Bangunan; pembangunan prasarana pertanian; 
kemudahan dan fasilitas dalam penerbitan sertifikat bidang tanah yang bersangkutan; 
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dan/atau pemberian penghargaan. Pemberian insentif diberikan dengan 
memperhatikan kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, 
produktifitas usaha tani, lokasi, kolektifitas usaha pertanian; dan/atau praktek ramah 
lingkungan dalam bertani.
j. Lahan pertanian beririgasi dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum sesuai
peraturan perundang-undangan. Lahan tersebut dapat dialihfungsikan setelah
pembebasan hak atas tanah tersebut dari pemiliknya dan penyediaan lahan pengganti
terhadap lahan pertanian beririgasi yang dialihfungsikan di tempat lain.
Penyediaan lahan pengganti dilakukan dengan luas sebagai berikut :
1) paling sedikit 3 (tiga) kali luas tanah yang dialihfungsikan dengan kualitas dan
produktivitas yang setara atau lebih baik, dalam hal yang dialihfungsikan adalah
sawah beririgasi teknis;
2) paling sedikit 2 (dua) kali luas tanah yang dialihfungsikan dengan kualitas dan
produktivitas yang setara atau lebih baik, dalam hal yang dialihfungsikan adalah
sawah beririgasi semi teknis, sederhana dan pedesaan;
3) paling sedikit seluas tanah yang dialihfungsikan dengan kualitas dan
produktivitas yang setara atau lebih baik, dalam hal yang dialihfungsikan adalah
sawah tadah hujan.
Penyediaan lahan pengganti dapat dilakukan dengan:
1) pembukaan lahan baru dan ;
2) pengalihfungsian tanah dari non pertanian ke pertanian.
k. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan
infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian beririgasi.
Dalam hal penetapan wilayah potensial irigasi maka pemerintah kabupaten sesuai
dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi
dengan luas minimal.
Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan 
pertanian beriirgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh 
lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi 
daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan
tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih 
besar diupayakan agar dipertahankan.
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Penetapan Kawasan Pangan
Seperti telah disebut di atas, gencarnya pengalihfungsian ini bukan 
hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, baik itu dari 
segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya 
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yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang 
memberikan izin pemfungsian suatu lahan. Tetapi juga tidak didukung oleh 
“tidak menarik”nya sektor pertanian itu sendiri. Langka dan mahalnya pupuk, 
alat-alat produksi lainnya, tenaga kerja pertanian yang semakin sedikit, serta 
diperkuat dengan harga hasil pertanian yang fluktuatif, bahkan cenderung 
terus menurun drastis mengakibatkan minat penduduk (atau pun sekedar 
mempertahankan fungsinya) terhadap sektor pertanian pun menurun. 
Menurut pendapat Rija Sudirja (2007), alasan petani menjual lahannya 
antara lain karena: pertama, melihat kondisi sawah yang tanahnya tidak bisa 
diharapkan untuk berproduksi optimal; kedua, harga tanah di sekitar lokasi 
meningkat pesat; ketiga, kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dihindari, 
misalnya makan, sekolah, dan lain-lain. 
Pengalihfungsian tanah pertanian itu sendiri tidak harus dilakukan 
dengan menjualnya kepada pihak lain lebih dulu, tetapi juga dapat dilakukan 
oleh pemilik tanah pertanian itu sendiri. Misalnya di Jawa Barat, sawah 
dengan sistem irigasi tehnis dikeringkan lebih dulu agar terkesan tidak 
produktif untuk pertanian (seperti tegalan), baru kemudian difungsikan untuk 
tanah non pertanian. 
Sayangnya, Pemerintah tidak banyak memberi perhatian pada 
permasalahan ini, dalam arti tindakan preventif. Pada kasus impor beras 
misalnya, Pemerintah menanggapi minimnya stok beras dengan suatu 
kebijakan yang pragmatis dan insidental. Bukan lebih menitikberatkan pada 
kebijakan subsidi pupuk dan peralatan pertanian lainnya untuk meningkatkan 
produktivitas pertanian itu sendiri, atau dengan pemaksimalan sumber-sumber 
produksi di daerah-daerah yang produktif/subur, atau pendistribusian yang 
merata antar daerah, atau bahkan dengan infrastruktur pertanian yang tepat, 
atau kebijakan nasional lainnya yang dilakukan secara internal (bukan 
melibatkan faktor eksternal dengan mengimpor beras dari luar negeri). 
Dalam konteks otonomi daerah dimana kewenangan pertanahan 
termasuk tentang penatagunaan tanah juga menjadi kewenangan masing-
masing daerah yang seharusnya kebijakan mengenai penatagunaan tanah akan 
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benar-benar dapat meliputi kepentingan daerah secara tepat dan menjadi lebih 
terkontrol, ternyata banyak pula yang kemudian menambah jumlah konversi 
tanah pertanian. Apalagi jika pemerintah daerah lebih berorientasi 
pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada usaha-usaha non pertanian. 
Sehingga komitmen pemerintah dan pemerintah daerah memang 
sangat penting dalam hal ini. Bukan hanya membuat peraturan yang melarang 
pengalihfungsian tanah pertanian menjadi non pertanian, tetapi kebijakan 
antisipatif yang berpihak pada pertanian, dan segala kebijakan yang terkait 
dengan pertanian, harus mendapat perhatian utama. Contoh, subsidi atau 
minimal perbaikan manajemen dan distribusi pupuk dan sarana pertanian 
lainnya, pengendalian harga dan stok beras nasional, pembangunan 
infrastruktur pertanian yang tepat, dan kebijakan lainnya. 
Akan halnya dengan tanah pertanian abadi yang direncanakan oleh 
Pemerintah, haruslah dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Jika 
dikelola oleh Negara (pemerintah), swasta atau pun diredistribusikan kepada 
rakyat, maka pengawasan terhadap pemanfaatan tanah pertanian tersebut harus 
benar-benar dilakukan secara jelas dan tegas. Sehingga tidak dimungkinkan 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
tekanan alih fungsi lahan sawah di wilayah Kabupaten Klaten semakin meningkat dari tahun 
ke tahun. Posisi geografis yang strategis Kabupaten Klaten mendorong pertumbuhan ekonomi 
sehingga memberikan dampak pada peningkatan laju alih fungsi lahan yang signifikan. Laju 
ini kalau dibiarkan tidak terkendali secara langsung akan mengancam ketahanan pangan dan 
tidak langsung menurunkan fungsinya sebagai penyangga kehidupan.
1. Strategi yang dilakukan di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan kawasan pangan yang 
merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan di wilayah Desa/Kabupaten 
sudah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep bangun yang 
dipakai sebagai landasan dalam menyusun strategi pencegahan alih fungsi lahan berikut:
a. Pengembangan tata ruang wilayah berbasis sosial-ekonomi-budaya dan ekosistem
b. Bentuk strategi pendekatan pengendalian alih fungsi lahan irigasi
c. Penetapan zonasi ”permanen” kawasan lahan sawah beririgasi
d. PERDA sebagai instrumen perlindungan hukum zonasi permanen kawasan lahan 
irigasi
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan sebagai lahan abadi
diantaranya adalah : 1) faktor ekonomi yaitu tingginya harga tanah saat ini, 2) perubahan 
perilaku petani yang enggan menggarap sawahnya, dan 3) lemahnya peraturan 
perundang-undangan.
3. Solusi guna mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan 
sebagai lahan abadi di Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan cara  melakukan 
pengawasan dan pengelolaan lahan sawah dengan tepat, di samping itu saat ini Kabupaten 
Klaten sudah melakukan rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2029.
B. Saran
Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian dan 
pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya perlu dilakukan kajian akademis lanjutan yang lebih mengarah pada: 
indentifikasi faktor yang berpengaruh secara kuantitatif, penentuan posisi secara spasial 
kawasan pangan sebagai lahan abadi atas tingkat tekanan alih fungsi (ring-1, ring-2 dan 
ring-3), analisis kemandirian pangan (beras) regional (Kabupaten Klaten), sistem dan 
prosedur legal proses alih fungsi lahan, potensi teknis keberadaan lahan, bentuk insentif-
disinsentif alih fungsi lahan kawasan pangan sebagai lahan abadi, perlindungan dan 
pemberdayaan petani dan pertimbangan lain yang diperlukan.
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2. Hendaknya hasil kajian lanjutan dipakai sebagai landasan penyusunan Raperda 
Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan arah kerangka yang substansinya perlu memuat
hal-hal berikut: Konsideran, Ketentuan Umum, Azas dan tujuan, Perencanaan dan
penetapan, Pengendalian, Pengawasan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
Partisipasi masyarakat, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.
3. Upaya pencegahan konversi lahan sawah sulit dilakukan, guna meminimalisasi konversi 
lahan sawah yang terjadi hendaknya pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat 
melakukan upaya yang bersifat pengendalian. Prasyarat yang diperlukan untuk itu adalah 
perangkat peraturan yang tegas dan harus didukung oleh keakuratan pemetaan dan 
pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Dengan 
pendataan yang akurat dan penegakan hukum yang konsisten, pengenaan pajak progresif 
pada pembelian lahan sawah lebih aplikatif. Dana penerimaan pajak tersebut digunakan 
untuk pencetakan sawah baru dan perbaikan irigasi.
lxiv
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